WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN ,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa,
dan Tanda Kehormatan, maka sebagai penghargaan atas
pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin bagi
Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja secara terus
menerus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua
puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun serta memenuhi
persyaratan lainnya, dapat dianugerahi Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya;

b. bahwa untuk menjamin obyektifitas dan transparansi
dalam pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Tarakan, diperlukan pedoman untuk
menentukan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya dimaksud,;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 03 Tahun 2010 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penganugerahan Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan
Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Wali Kota Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2010

tentang Ketentuan dan Tata Cara Penganugerahan Tanda

Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan




Mengingat:

10

11.

Pemerintah Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penggantian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pedoman Pemberian
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan,;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  sebagaimana telah  diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin
Pegawai Negeri Sipil,

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil,;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil;

.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA

KARYA SATYA
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Tarakan.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Tarakan.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya

disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kota Tarakan.

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai

Negeri Sipil Kota Tarakan.

. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya

disebut Dewan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan
kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan.

Pasal 2

(1) Maksud dari pedoman pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana

Karya Satya adalah untuk mengatur pedoman pemberian Tanda

Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS di lingkungan

Pemerintah Kota Tarakan.




(2) Tuyjuan dari pedoman pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya adalah agar PNS yang telah mengabdi dengan kejujuran,
kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10
(sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun
mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

BAB II
PERSYARATAN, PERHITUNGAN MASA KERJA DAN PENGUSULAN CALON
PENERIMA TANDA KEHORMATAN
Pasal 3

(1) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS
yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik
dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan
masing-masing aspek perilaku kerja sekurang-kurangnya bernilai
“Baik”.

b. telah memenuhi masa kerja secara terus-menerus paling singkat :

1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya 10 (Sepuluh) Tahun;

2)20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya 20 (Dua Puluh) Tahun; dan

3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya 30 (Tiga Puluh) Tahun.

c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
selama jangka waktu :

1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun,

2)20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan

3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan

Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.




(1)

(1)

d. tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dengan

ketentuan sebagai berikut :

1) untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, tidak pernah
mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara dalam 10 (sepuluh)
tahun berjalan;

2) untuk Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun, tidak pernah
mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara dalam 20 (dua puluh)
tahun berjalan; dan

3) untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun, tidak pernah
mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara dalam 30 (tiga puluh)
tahun berjalan.

e.ketentuan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud
pada huruf d dikecualikan bagi PNS wanita yang cuti di luar
tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya.

Pasal 4

Penghitungan masa kerja secara terus menerus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung sejak PNS diangkat
menjadi calon PNS.

Penghitungan masa kerja bagi PNS yang menjalani hukuman disiplin
tingkat sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat
keputusan telah menjalani hukuman disiplin atau kembali bekerja di
instansi.

Penghitungan masa kerja bagi PNS yang menjalankan Cuti di Luar
Tanggungan Negara dihitung sejak yang bersangkutan kembali

bekerja.

Pasal 5
BKPP menyampaikan surat edaran nominasi calon penerima
penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada
Kepala Perangkat Daerah yang memuat data sebagai berikut:
a. Nomor;
. NIP;

Nama;

o

a o

. Unit Kerja;
. Masa Tahun;
Masa Bulan;

. Pangkat;

o v (- B o T ¢

.Jabatan; dan




i. Nilai Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir (jika data
sudah masuk database Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).

(2) Nominasi calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan
Satyalancana diperiksa oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing
calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya untuk diusulkan sebagaimana format surat usulan yang
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(3) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan calon penerima di luar
nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(4) Surat usulan dari Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen
Surat Rekomendasi Tidak Pernah Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat
Sedang/Berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I[I dan
dokumen Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(5) Walikota melalui BKPP menyampaikan permohonan pengusulan
penerima tanda kehormatan kepada Menteri Dalam Negeri.

(6) Pengusulan ke Sekretaris Militer Negara melalui Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia dilakukan 2 (dua) kali dalam (1) satu tahun.

BAB 111
PENYERAHAN
Pasal 6
Pelaksanaan penganugerahan Satyalancana Karya Satya dilakukan oleh
Wali Kota atas nama Presiden pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Tarakan.

BAB IV
TATA CARA PEMAKAIAN

Pasal 7
(1) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dipakai pada pakaian
resmi saat upacara memperingati Hari-Hari Besar Nasional dan Hari
Ulang Tahun Kota Tarakan.
(2) Pemakaian pita harian Satyalancana Karya Satya pada dada kiri 1
(satu) cm di atas saku pada pakaian dinas harian.
(3) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya digantungkan di

dada sebelah kiri di atas saku baju atau pakaian resmi, yang dipakai

berurutan dari kanan ke kiri dan apabila memiliki tanda kehormatan




berupa bintang, maka pemakaiannya setelah tanda kehormatan
bintang.

(4) Dalam hal memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
lebih dari satu, maka pemakaiannya diurutkan mulai dari 10 (sepuluh)
tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tigapuluh) tahun.

BAB V
PENCABUTAN HAK MEMAKAI
Pasal 8

(1) Presiden dapat mencabut Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya atas usul perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga
pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, organisasi, dan/atau
kelompok masyarakat;

(2) Permohonan pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengusul
kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan disertai alasan dan bukti pencabutan;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota

Nomor 03 Tahun 2010 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penganugerahan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Pemerintah

Kota Tarakan dan Peraturan Wali Kota Nomor 04 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 03 Tahun 2010 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Penganugerahan Tanda Kehormatan

Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 10
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERA’/H KOTA TARAKAN,

SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 261




Lampiran |
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN SATYALANCANA
KARYA SATYA

Contoh Formulir Usulan

KOP PERANGKAT DAERAH

Tarakan, ..........

Nomor AT T e e T e e e Kepada
Sifat S U S , 1] N OIS .
Lampiran @ .cccveiiiiiiiiiieiiieiieeeceeneens Yih, Waisents Tarakan
Perihal : Usul Mendapatkan Tanda melalui

Kehormatan Satyalancana B

Karya Satya Takun ...... Kepala BKPP Kota Tarakan

di-
Tarakan

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan daftar nama
pegawai yang diusulkan mendapat anugerah Tanda Kehormatan

Satyalancana Karya Satya sebagai berikut:

TANDA
NOMOR KEHORMATAN
NAMA!/NIP | PANGKAT/JABATAN
URUT YANG
DIUSULKAN
1 2 3 4

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya
terimakasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

!Gelar sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir




Lampiran II

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN SATYALANCANA
KARYA SATYA

Contoh Formulir Surat Rekomendasi Tidak Pernah Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Berat

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI
TIDAK PERNAH MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG / BERAT

I\ (0710 ) o

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama L e smshn shsns e s Sl s
NIP £ R T Pt iy SO
Pangkat B o] e e
Jabatan S e saEs s e RS
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :
Nam a2 D meveesessssassasp s saat RS
NIP D essde st SR AR S e
Pangkat 21 skmeas s RS SR R R e s
Jabatan R e e T RN
tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;

Demikian Surat Rekomendasi ini saya buat secara sungguh-sungguh dengan

mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

----------------------------------------

PANGKAT
NIP.

WALIKOTA TARAKA

2Gelar sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir




Lampiran III
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN SATYALANCANA

KARYA SATYA

Contoh Formulir Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Nama Lengkap?

Tempat / Tanggal Lahir

NIP

Pendidikan Terakhir

Pangkat/ Golongan Ruang Terakhir
SK CPNS

Jabatan Terakhir

Jenis Kelamin

Tanda Kehormatan yg sudah dimiliki :

Konversi NIP Baru

Hukuman Disiplin

CTLN

TR,  cwseisruemassbasEa

Atasan (Eselon II),

............................................

3 Gelar sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat Terakhir

(No dan Tanggal SK)

(Nama Jabatan, No dan Tanggal
SK/Nota Dinas)

(Nomor, tanggal dan tahun Keppres)
(Nomor, tanggal dan tahun dijatuhi

hukuman disiplin, TMT s.d. selesai)

(Nomor, tanggal, dan tahun CTLN)

Yang bersangkutan,

...........................................
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